i.i.atar Béﬁakaﬁ:g S

. 8Bungguh irohis, Indonesia sebagai ne~ ..

: -gafé l;ep'ula;lan__terbesar di d__u_ni_a hingga

-saat ini.belum mampu menyusun suaiu
Tata Kela_ﬁtén_ {good ocean governance)
yang baik dan terpadu, sehingga. dapat

_ dij_a_diiia_;_é_. pegangan dan. dasar . bagi

: peialﬁaﬁaan “tugas ‘berbagal - instansi
pemerin_fah ~vang lingkup  tugasnya

'berkaitan_: dengan laut. Yang terasa
sekarang ini, khususnva dalam masalah
penegakan hukum di aut, justru terjadi
tumpang tindih kewenangan dan tugas
aparat - pemerintah/penegak  hukum,
vang berakibat pada terjadinya inefisiensi
datam hal organisasi, tugas, wakiu dan
vang paling penting adalsh biaya secara
nasioral.

Tercatatada 1 2 instansisebagaistake-
holders di Indonesia yang terjun ke laut dan
ada landasan hukumnya. Tumpang tindih
kewenangan dan tugas ini jelas membawa
kerugian dan bukannya keuntungan. Se-
bagai contch, banyak instanst sesama
penegak hukum di laut memiliki kapat

patroli_sendiri, padahal obyeknya sama.

Olen:Willy . Sumakul

5 _. Eaik_. Bahkan :seiaalilmya,_ semakin marak

mulai  dari - penangkapan . ikan  secara

ilegal, penyelundupan, pengapalan._ dan

' @__er;gangkutan havu_ ilegal, perdagangan

narkoba, imigran gelap, pembajakan dan
ﬁndak pidana di laut lainnya. '

N ._Ker_ugian lain, ketika bantuan negara
asing {(dari Jepang misalnya) untuk tujuan
memelihara keamanan dan keselamatan
maritim di alur-alur pelayaran Indonesia,
menjadi terhambat hanya karena tidak
jelas kepada instansi mana mereka akan
menyalurkan bantuan mereka. Sedangkan
menurut konstitusi Jepang, Japan Coast
Guard diberi  kewenangan melakukan
kerjasama  bilateral maupun multilateral
dalam masalah-masalah keamanan dan
keselamatan maritim, dengan demikian
mitranya di Indonesia seyogianva adalah
Coast Guard juga.

2. Kelemahan Penerapan Peraturan

Sejak jaman penjajahan  Belanda
sebenamyva telah ada peraturan yang
dikeluarkan pemerintah untuk mengatur
keselamatan

tentang  pemeliharaan

tang Tata Tertih Bandar. L
Peraturan Pelayaran tahun 1936. -

&

4. Ordonansi Lawt Teritorial dan Ling—

kungan Maritim 1939 (TZMKO). .
5. Pefa_i‘urazl Laut Teritorial dan Ling-

kungan Maritim No.525 Stb.1935._ ) .
6. Keputusan Pemerintah No.430 ta-

hun 1939.

Sedangkan  .setelah - kemerdekaan
Indonesia, beberapa peraturan/keten—
tuan hukum, baik nasional maupun in-
ternasional disusun dan diterapkan di
Indonesia seperti:

Ne.21  Tahun

1992 tentang Pelayaran.

1. Undang-undang

2. Konvensi Intemasional tentang Ke=-
selamatan Jiwa di Laut (SOLAS)
1974, diratifikasi berdasarkan Kep~
pres No.65 tahun 1980.

3. Undang-undang No.8 tahun 1982
Tentang Kitab Undang-undang Hu-
kum Acara Pidana.

4. Konvensi internasional Tentang Pen—
cemaran Di Laut (Marpol), diratifikasi
berdasarkan Keopres No.4& Tahun

Akibatnya #fimbul kebingungan bahkan
keresahan di kalangan masyarakat peng-
guna jasa maritim, baik nasional maupun
internasional, karena proses hukum ter—
hadap pelanggaran vang terjadi mulai dari
penyidikan sampai ke putusan pengadilan,
sering kali tidak sesuai dengan dinamika
vang diharapkan.

Akibat  dari
aparat penegak hukum di laut, maka

kurang  terpadunya
pelangparan hukum di laut di selurch
perairan  yurisdiksi nasional Indonesia
tidak dengan

pernah  tertanggulangi
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dan keamanan maritim, perlindungan

lingkungan laut, angkutan lewat laut,

kepelabuhanan dan lain sebagainya. Pe-

raturan~peraturan fersebut antara lain:

1. Keputusan Gubernur Jenderal Hindia
Belanda Baron van der Capelian
No.2 5th.37 tahun 1821 tentang
pembentukan Gouvernments Marine
lengkap dengan armada kapalnye
vang bertugas melaksanakan peme-
liharaan keselamatan, ketertiban dan
keamanan perairan Indonesia.

2. Reden Reglement tahun 1925, ten—
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1986.

5. Konvensi Internasional Tentang Tu-
brukan Di Laut (Colreg), diratifikas
berdasarkan Keppres No.50 tahun
1979,

6. UNCLOS Il Tahun 1982 Tentang
Hukurn Laut Internasional, diratifikasi
oleh Pemerintah RI berdasarkan Un~
dang-undang No.17 tahun 1985,

Y. Undang-undeng Ne.1 Tahun 1971
tentang Landas Kontinen.

8. Undang-undang No.5 Tahun 1983

Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

GUARTERDEGH




.' 3"."'_-:12 Unéangwundang

9 Unc%ang-—undang No.B Tahun 1990 '_
Tentang Konservas& Sumber Daya"

Alam ARRE RS
' '-.'_:10 Unciang—undang

I\IOSI

200@ tentang Perlkanan

: teniang ?eraua:;

No 23
-1 99’7 tentang ngkungan Hldup
13, Unciang-—undang No 34 - tahurj

2004 ientang Tentara Na51onal _

Indcmesla

14 Peraturan Presiden NoBl tahun

2005 tentang Pembentukan Bakor*- A J

kamla e

-.-Banyaknya produk hukum yang ber-
kaitan - dengan pengelolaan .. laut .dan
dunia maritim, ufaada urmumnya tidak
berarti bahwa potensi kelautan Indonesia
telah dikelola secara baik dan maksimal.
Sehingga - memberikan  sumbangan
yang -sangat besar bagi pertumbuhan
ekonomi  dan  memperlancar  roda
pembangunan nasional, yang pada gi-
hidup

dan kesejahteraan masyarakal banyak.

lirannya meningkatkan  taraf
Kenyataan vang terjadi sampai saat
im justri sebaliknya, potensi kekayaan
laut nasional belum tergarap secara
maksimat dan vang lebih menvedihkan
lagi, penegakan hukurn di laut yurisdiksi
nasionat tidak efektf dan efisien.

Apabila dikaji secara mendalam, ada
heberapa faktor penentu mengapa hal
tersebut di atas terjadi.

A.oifab..dan . kaalferistik . pemerintah

~tahun -

'--..f.;i'nemlixki :
L tim
ma_:_ E

i --.-_-'-__:dapat
'1 I Unéang-undang No 6 tahun 1996__'_-"

*mana;emen poten51

““terakomodasikan, -

ada budaya __ntmenta ?._ _

'n°at" ' atau lea

R bersrmtass pada ixemdnttman men—'; o

porsx yaag

o '-:tentang poten51 ke?autan Indonema

R perangkat aturan yang mengatur
: :-’tentang penegakan hukum di lauL se-

- 'cara terpadu, belum pernah lah;r d1
‘meger ini. '

Banyaknya, 1nst1tu51 yang berkecxm"

- pung .dalam pgnge]oia_an daut, :lebih .

-.'-.baﬂyak ~didorong --oleh - hekuatiran

bahwa kepentingan - mereka : -tidak

vang
menonjol adalah melaksanakan tugas

sehingaa

secara sektoral untuk kepentingan diri

-sendiri juga.

Terkesan bahwa pemerintah Indonesia
semenjak kemerdekaan, tidak sung-
guh=-sungguh ingin membenahi Tata
Kelautan  Indeonesia. Hal :ini dapat
dilihat dari produk peraturan  dan
perundang~undangan yang dibuat.
Misalnya Undang-undang No.21
tahun 1992 Tentang Pelayaran
untuk menggantikan Undang-undang
Pelayaran Tahun 1936, terbulti
sangat tidak efisien dan efektif karena
telah  mencampuradukkan  antara
hukum publik dan hukum  privat/
perdata. Selain i#u, pelaksanaannya
berbenturan - dengan  perundangan
lain yang masih beriaku, akibatnya

malah. . membinainokan.. masuaralat

ntah

.'sebagax penentu kebuakan seharusnya

manw a

sehsngga pembangunan yang' e

ke}autan dan' :

5 duk—produk 2k ‘huloamdari - Jaman'._"'-.

'-':_-fBeianda yang sudah i)agus “dan’ rapz__' :

©situasi Indones;a dewasa ‘ini,

Perahhan)

Namun hal B
atau bahkan txdak'

Pasal:

'.t'ida'k dldalam

o :cllperhatli{an o!eh pemermtah dan_fis' '

: .-mencapal sasaran dan ’nda< sesuai

harapan

e _-Khususnya dalam bal pemehharaan

-+ keselamatan, | I{etertlban :dan. ke-

© . amanan - termasuk . penegakan ‘hu- ..

‘Ordonansi Laui Teri- -

“torial ~dan . Lingkungan Maritim ta- .

vookum odi lant,

“hun 1939 telah ..mengatur - siapa
~-vang .diberi wewenang : melakukan
- penyidikan, ‘pengusutan terhadap
segala macam bentuk tindak pidana
di laut

Berdasarkan — Ordonansi

tersebut, kewenangan penvelidikan
dan penyidikan diberikan kepada
Komandan-Komandan Kapal Pe-
dan Nakhoda=~Nakhoda
Penguasa Kapal
Direktorat
Laut. Kenyataan saat ini Ordonansi
tersebut (TZMKO) sudah ditinggalkan

atau bahkan ditupakan.

rang RI
Pemerintah  dari

denderal Perhubungan

f. Dalam kaitan dengan titik e di atas,
Departemen Perhubungan R dengan
Direktorat
Laut  vang

ujung tombak pelaksana kegialan di

Jenderal Perhubungan

seharusnya  menjadi
lavg, telah berulang kali diadakan

neruhahan.strukiur oroanisast berikat

vang tidak bervisi maritim, seperti
teori AT Mahan, vang mengatakan
bahwa suatu negara maritim apabila
ingin  menjadi  besar, kuat dan
makmur, pemerintahnya harus bervisi
atau berovientast pada laut/maritim.
Dalam kaitan dengan Indonesia, se-
vogianya tidak boleh mendingkari
konfigurasi, letak dan bentuk negara
vang berbentuk kepulauan, Budava
maritim  tidak dikembangkan dan
orientasi pernbangunan selama ber—

puluh~puluh tahun sangat bertumpu

GUARTERDEGK

d.

maritim pada umumnya. Centch lain,
Reglement~Reglement  menvangkut
pelabuhan vang mengatur seperti
tentang  pengusahaan  pelabuhan,
termasuk konstruksi bangunan, da-
lam perkembangan selanjutnya se-
suai dengan ketentuan pemerintzh
tahun 1984, diambil alih oleh Pe-
rum Pelabuhan vang lebih  banyak
menitikberatkan pada segi komersial
semata.

Sesual dengan UUD 1945 atwan

Peralihan, sebenarmya banyak pro-

9

tugas dan fungsinva. Semenjak tahun
1974 berdasarkan Keppres No.44
dibentuk Kesatuan Penjagaan Laut
dan Pantai {KPLP), vang merupalan
salah satu Direktorat  di linglkungan
Direkiorat Jenderal Perhubungan Laut
vang mempunyai tugas operasional
pelaksana keselamatandan penegakan
hukurn di laut. Setelah sempat ber—
ubah nama menjadi Direktorat Pen-
jagaan dan Keselamatan pada 1998
yang mana KPLP berada di dalamnya,
beberapa tahun lalu KPLP kembali
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:yang mamh: 'sangat relevan dengan'_-.:ff-:_ .
| an
'mas;h berlaku (Llhat UUD 1945-. E
]ebxh besar S i
- Ocean Pohcy yang 1dealnya memuai :

DFPR.: sehmgga kembah ‘men _;usun'_'_:'_-
- aturan baru yang - malahan tidak




_men)adx Dxrektorat

'.'_g Dalam hai penylapan sumber daya_.;
":'.--"manuma (SDM) kel autan melalu;

".:'_'.-"pend1d1kan “dan’ peiatxhan untuk
-:-:menghasﬂkan ienagawtenaga

":ahh dan profesmnai

R ..:._:huhum ch ]aut sampa1 saat ini belum:'

.:dllaksanakan dengan serlus Karena

'-tenaga-tenaga yang dxdlcilk oleh I)ﬂsdat' '

Hubla lebih banyak dxarahkan pada
kepentingan komersial. Disinyalir pula

: ..__'SDM.da_ri _in's_tansi_-instansi_lai.n yang

.;'menangéni masalah ini sangat kurang

“pengetahuannya. TNI Angkatan Laut
- pernah * melaksanakan  kursus “yang
disebut Suspariksa (Kursus Perwira

- i Pemeriksa} :bagi semua instansi fer—

~~:sebut, namun -hanya pada lingkup
‘pengetahuan - yang - terbatas - dan
..ﬁrogram tersebut - sekarang sudah
dihentikan.

h. Maksud baik Pemerintah dengan
membentuk Bakorkamla melalui Per~
pres No.81 tahun 2005 (sebagai
pengganti Bakerkamla vang lama),
untuk  mengkoordinasikan  selurih

stakeholders vang berkecimpung di

iaut, dapat diduga tidak akan berbeda

alias tidak

akan menyelesaikan permasalahan

dengan pendahulunya,

vang dihadapi di laut. Karena sesuai
dengan namanya, badan ini hanva
mempunyai kewenangan melakukan
koordinasi terhadap berbagai institusi
dan tidak memiliki wewenang ko—
manda.dan. kontrol

: _yang dipemntu%kan menangam ma= .’
_salai‘; keselamatan dan penegal\an__'

1_amanan Kapal éan ?e]abuhan), berlaku
_'efektzf sejak tanggal 1 Juh 2004 Latar
'-'.'-i)elakang kemunculan aturan 1rn semata—
yang ..
khususnya_

mata. cildorong oleh keldlawatlran ma-

__syarakat marxtzrn mtemastona% akan ke~
giatan teroris yang dapat menggunakan
_laui sebagaz wahana opera51 dengan
_"sasaran kapal—kapal ataupun pelabuhan— = o
'IZDEIabuhan e AR '

i Indones_sa .sebéga'fz salah satu negara
anggota -IMO vang juga meratifikasi
beberapa konvensi IMO, sudah sepatutnya
melaksanakan -éetiap - ketentuan dan

aturan-aturan - Internasional - tersebut
secara sungguh-sungguh, konsisten dan
konsekuen. Selain itu, harus senantiasa
siap mengantisipasi -manakala teriaci
perubahan -atau pernvempumaan pera-
turan, mengingat perkembangan ling—
kemajuan  teknolegi

kungan  globkal,

transportasi  dan sebagainya vang se-
laly memerlukan  penvesuaian., Khusus
menyangkut keselamatan dan kearnanan
serta pemeliharaan lingkungan laut, hal
ini akan lebih mudah dan lancar dilakukan
apabila ditangani oleh satu instansi atau
badan khusus yang independen setara
dengan Departemen vang ada saat ini
dan langsung berada di bawah Presiden.

Badan ini tidek lain adalah Coast
Guard (atau apapun namanya yang
senada bila diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia), seperti yang sudah
lama eksis di negara-negara maritim
lainnya seperti Jepang, India, Australia
yang
melaksanakan..bugac. dan. fungsi-yang

maupun  Filipina kesemnuanya

: yang mengati.ir “masalah kéémanan, :

-keselamatan dan’ perimdungan lmg*::_fzi
: -kungan laut antara Tain sepertl yang :

" diamanatkan dalam SOLAS 74 dan

-"-UNCLOS 1982
_b. Coast

i mempalxan

Guard Syang - dzharapkan - -

penegakan hLll-\le di laut yang ber= "

tanggung Jawab terhadap kese]amatan f_ s :

" .dan keamanan ‘maritim, akan me_a-? '

nyatukan 1ugas “dan fungsi semua _' :
instansi -penegak hukum, berikut
aset yang dimiliki. Dengan demikian
akan lebih mudah melakukan in-
teraksi dengan badan serupa vang
dipunyai  negara lain dalam hal
memberikan kepastian hukum dan
sebaliknya badan-badan internasional
memperoleh akses vang jelas dengan
siapa mereka berhubungan.

c. Coast Guard yang pada hakekatnya
berwajah “sipil”, akan lebih mem=~
berikan kepastian akses bagi negara—
negara pemberi bantuan {misalnya
Jepang) dalam upays peningkatan
dan pemeliharaan keselamatan di laut
(Jepang enggan memberikan bantuan
jika harus lewat institusi militer).

d. Unsur~unsur (baca kapal-kapal)

Coast Guard yang beroperasi o

japangan akan memilki bargaining

lebih  kuat (di

kapal perang RI) bilz dibandingkan

power vang luar
dengan kapal-kapal dari instansi lain,
misalnya milikk DKP atau Bea Cukai,
dalam hal berinferaksi dengan unsur—
unsur penegak hukum negara lain &

oo o I,
B rEB S

1 h
IS ot iy B~ e o e TS S T i

3. Mengapa Coast Guard?

Hukum Laut Internasional temyata
berkembang terus sejalan dengan per-
kembanganlingkunganstrategiskeamanan
global. Sebagai contoh, dalam Konferensi
IMO pada tanggal 12 Desember 2002,
telah disepakali menerima amandermen
SCLAS 1974 {pada Chapter V dan Xi),
di mana pada Chapter Xl ditekankan
teniang aturan=-aturan khusus untuk me-
ningkatkan keamanan maritim. Hasilnya

memunculkan apa vang disebut ISPS
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pada hakekatnya sama vaitu keselamatan,
keamanan dan perlindungan lingkungan
lzut. Untuk Indonesta tugas-tugas ter-
sebul sebenarnya sudah diatur secara
bailt dalam TZMKO tahun 1939, Oleh
karena itu ada beberapa alasan kuat
mengapa Coast Guard sangat diperiukan
dan: harus segera dibeniuk di Indonesia;
a. Sebagai konsekuensi dari keang-
gotaan Indonesia dalam MO, juga
sebagal  perfanggungjawaban  ter—
hadap penandatanganan Indonesia
konvensi PBB

dalam  beberapa
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kapal-kapal Coast Guard memiliki
wibawa vang lebih besar sehingga
tidak mudah dilecehkan oleh negara
lain.

e. Dalam melakukan kerjasama dengan
negava lain vang memilii Coast
Guard seperti U.S. Coast Guard, Japan
Coast Guard atau Indian Coast Guard,
dalam bentuk lathan bersama vang
bertujuan meningkatkan keterampilan
dan pengetahuan (seperti yang sudah
sering mareka lakukan), Indonesia

dapat menampilkan mitranya yang

“suaty b"tdan “tunggal




dx %apaﬂgan (dl laut} e

sesuai “dan ; tepat yaitu Indoneszan B |

: ;"Cbast Guard. -

o f _:;Dasar hukum pembentukan Ccast '
Guard di Indonesxa sebenarnya su- '
".3'__::_f__'-'-clah ada sehmgga tlclak perlu suaiu_-”_"
T payung hukum baru, yaltu peraturan ;

pemnggalan

o ::perundang undangan

: relevan dengan “situasi ‘saat ni. Ka-
Slvena lea dztelm dan d;daiamz aturan
_'tersebtit ternvata sudah lengkap dan
'..rapx dalam hal kedudukan orgamsa51,
:tugas dan fungsi. '
_.@. Karena merupakan badan tunggal
' : -. 'p'e%aksana operasi di lapangan, ma-
-ka Coast Guard
dipimpin oleh seorang  Komandan

Indonesia  akan
atau Panglima (apapun namanya),
vang memiliki kewenangan Komando
Operasi dan Pembinaan, jadi bukan
menjalankan fungsi koordinasi seperti
Bakorkamla saat ini.

h. X ates semuanya vang terpenting
dengan dibentuknya Coast Guard
Indonesia, upaya penegakan hu-

kum: dan ketertiban di laut dapat

dileksanakan  secara = manunggal
sehingga fercapai efektifitas dan
efisiensi, tidak tumpang  tindih,

dapat memberikan kepastian hukum
kepada masyarakat maritim Indonesia,
menghindari pemborosan uang negara
vang pada gilirannya  diharapkan
dapat mengurangi keruglan negara
akibat kegiatan ilegal di laut.

L. Keuntungan lain dari eksistensi Coast
Guard,..di

Indonesia, vaiin, negaram

-mémh ber!al{u dan temyata ma31h

_clalam kekuatan kapalwkapal perangnya B

'secara umversal memlhkx tlga peran yaltu -'

._E(polzsmnsl) demliuan pula dengan TNI ;
5 Angkatan Laut Ketiga peran -ini: akan
3_":pemermtah Hmcha Belanda yang " selalu melekat pada kapal- kapa] perang i
‘RI “di ‘mana’ pun dza bertugas Peran
__'dan iugas TN Angl{atan Laut telah B

-dztegaskan dalam Undang- undang TNI -

No.34 Tahun 2004, dalam Pasal 9
secara singkat mengatakan bahwa tugas
Angkatan Laut

tugas  pertzhanan -atau = dengan = kata

‘adalah ‘melaksanakan

lain militer, menegakkan hukum dan
keamanan vaitu tugas konstabulari dan
tugas diplomasi Al.

Bila
dan fungsi dari Angkatan Laut Inggris

dibandingkan  dengan tugas
(Roval Nawy}, tugas konstabulari tetap
ada dan berdiri sendiri, sedangkan tugas
diplomasi dimasulkkan atau disatukan ke
dalam tugas militer. Tugas vang ketiga
vaitu dalam ha! misalnya penanggulangan
bencana alam, pencarian dan pertolongan
(SAR),

lain=tain,

salvage, survei hidrografi dan

merupakan  fugas benign.
Contoh lain di Amerika Serikat, tugas
konstabulari sepenuhnva diemban oleh
U5, Coast Guard, sedangkan US. Nawy
melaksanakan tugas—tugas pertahanan
secara murni,

Jadi kaitan dengan bahasan di atas,
ielas bahwa seandainya Coast Guard bisa
dibeniuk, salah satu tugas TNI Angkalan
Laut

huloam, dan keamanan.dilaut) akan. dan

sebagal  konstabulari  {penegak

Angimtan L.aut yang dlwu)udkan L

'-.-;'.karéna 'obye%a. dari %{eduanya “sama R
R maka TNI: Angkatan Laut dan Coast R

- Guard Ind{)nesm (CGi) akan Salxng':'"’

: 'l{ompiementer _(153 mengzm)

koordmasx yang balk tentunya hal_.:'f_'

._:Pelaksanaan atau Prosedur Tetap darl'__ _

- kedua institusi ini.

‘b Perlu dxatm dalam suatu ketentuan'.

..perunciangan bahwa Coast Guard -

" Indonesia - . merupakaa komponen_. '
cadangan - kekuatan - pertahaﬂan
© isehingga -akan menjadi kekuatan

pengganda bagi Angkaten laut RL
Bila terjadi situasi krisis/darurat atau
perang, unsur-unsur Coast Guard
akan berada di bawah komando
Kepala Stal Angkatan Laut untuk
melaksanakan tugas—tugas khusus.
¢. Dalam kaitan dengan titik b di atas,
personil Coast Guard dapat mengikuti
pelatihan dasar militer maupun pe-
ngetahuan dan keterampilan lainnya
di lembaga-lembaga pendidikan TN
Angkatan Laut seperti Kobangdikal,
d. Sebagai aset awal berupa kapal-kapal
patroli, maka kapal-kapal perang Rl
jenis kapal patroli dapat diserahkan/
dialihbinakan ke CGL Seperti halnva
kapal-kapal patroli vang dimiliki
oleh para stakeholders di jaut untuk
dilimpahkan ke CGL

3. Penuiup
Kebutuhan akan satu institust bang

di_Indonesia. vanag bermama. Indonesian

negara maritim felangga maupun
negara maritim besar yang telah
memiliki Coast Guard seperti India,
Malaysia, Singapura, Australia, Fi-
lipina, Jepang dan Amerika Serikat,
akan mempunyal mitra vang jelas
di  Indonesia, sehingga mudah
mengaalang  keriasama, pemberian
bantuan, pendidiken dan pelatihan
bahkan melakukan operasi bersama

yang saling menguntungkarn.

4. Hubungan dengan TNI Angkatan
QUARTERDEGHK

selalu ada tidak berkurang sedikit pun.

Dengan kata lain, tugas konstabulari

Angkatan Laut tidak serta merta dipreteli

dan dilimpahkan ke atau diambit alih oleh

Coast Guard.

Oleh karena i hubungan  kedua
instifusi tersebut vang mungkin dilakukan
dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kedua institusi akan memiliki orga-
nisasi tugas vang terpisah dan berbeda,
sehingga otomatis mempunyai ja-
lur komando vang terpisah dan ber-

beda pula. Dalam melaksanakan
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Coast Guard {CGI) atau apapun nantinya
namanya, uniuk melaksanakan tugas—
tugas keselamatan, keamanan dan per—
lindungan lingkungan laut harus segera
direalisasikan, tak dapat ditunda-tunda
lagi. Institusi ateu badan ini harusiah
independen langsung berada di bawah
Presiden dan mempunyai garis komando
dan konirol vang jelas dan tegas. Dengan
status ini diharapkan semua kepentingan
di laut dari berbagai Departemen/ stake-
khu-

susnya yang menangani keamenan dan

holders (sekarang jumlahnya 12),
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'-.'--'_'l\unm di sini . adala%a kerjasama dan

: : _-'_mi harus diatur céalam suatu Petun}uk_' o




:' '--'penegakan hukum di Iaut akan ; relatlf

lebih mudah dlsatulfan sehmgga tldak .

B terjadl tumpang tindih kewenangan

Dengan Coast Guard sebag:;u pelak-

: '.sana tunggal penegakan hukum di laut,

; tharapkan akan tercapai efekiifitas dan

: eflslen81 “tugas, "yang , pada gihrannya

: '-':ai-:an mengata51 keruglan negara aklbat
y _."__'adanya tindak - pldana di >

Jaut vang

: -._'-.berkepanjangan Bampak lanjutan adalah

. _diperol_ehnya kepastiar: hukum khususnya

‘bagi masyarakal pengguna jasa maritim di

Indonesia, vang selama ini dibingungkan

oleh banyaknya aparat penegak hukum di

laut. Kondisi TNI Angkatan Laut saat ini
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